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I. PENDAHULUAN 

Konektivitas wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemersatu wilayah NKRI. Ketersediaan terhadap jasa pelayanan transportasi, sangat penting guna mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi perdesaan secara efisien, handal, berkualitas, aman dan dengan harga terjangkau.

Sistem transportasi yang ada dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah perdesaan. Dengan adanya transportasi harapannya dapat menghilangkan isolasi dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan, baik perdagangan, industri maupun sektor lainnya di daerah perdesaan. Akses terhadap sarana dan prasarana transportasi perdesaan merupakan permasalahan utama dan penting untuk ditangani di perdesaan karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

Sampai saat ini pembangunan sektor transportasi masih belum mampu menjangkau sampai ke pelosok daerah. Keterbatasan akses transportasi diperdesaan sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik terutama di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan serta Kawasan Strategis di daerah (Kab/Kota) dengan kondisi fiskal relatif rendah termasuk wilayah Tertinggal, Pesisir, Perbatasan dan pulau-pulau terpencil. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi perdesaan masih rendah. Sulitnya akses tersebut akan menyebabkan potensi yang ada pada wilayah perdesaan tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Jenis jalan juga mempengaruhi lalu lintas perdagangan antar satu wilayah perdesaan dengan wilayah lainnya untuk dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menjadi lebih baik.

 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Transportasi Perdesaan (DAK Transdes) Tahun 2013 mengatur tentang tertib pemanfaatan, pelaksanaan dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten, maupun instansi/pihak/masyarakat terkait serta pelaksanaan koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian terkait, dengan dinas teknis terkait di Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemantauan teknis kegiatan DAK Transdes Tahun 2013.
II. TUJUAN DAN SASARAN 





Petunjuk Teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai melalui DAK Transdes Tahun 2013. Adapun Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup DAK Transdes Tahun 2013, adalah:
A.  
 Tujuan
Menjamin kelancaran distribusi barang dan jasa melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi wilayah perdesaan di Kawasan Strategis Cepat Tumbuh dalam rangka meningkatkan daya saing, sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
B. Sasaran

Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat perdesaan terhadap pelayanan konektivitas wilayah dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dalam rangka meningkatkan daya saing.

C. Ruang Lingkup
Nama program adalah Transportasi Perdesaan, dengan 2 kegiatan meliputi:
1. Pembangunan dan peningkatan jalan poros / jalan antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di KSCT

2. Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, berupa bus perintis, mini bus, pick up, dump truck, dan kapal (kapal kayu/kapan fiberglass/kapal mesin tempel)
III. INDIKATOR DAN CAPAIAN 

A.  Penentuan indikator dan capaian sasaran program/kegiatan


Dalam menentukan indikator dan capaian sasaran, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan pendekatan prestasi kerja dan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis;
2. Tolak ukur ditentukan untuk masing-masing program dan kegiatan;
3. Kebutuhan prasarana angkutan, yaitu rasio jumlah desa bukan aspal dengan moda transportasi darat, sungai, danau, perairan dan laut;

4. Panjang jalan poros wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran ekonomi;

5. Kebutuhan sarana angkutan perdesaan, yaitu jarak dan waktu tempuh rata-rata dari desa ke ibukota kecamatan/kabupaten;

6. Karakteristik kewilayahan, yaitu rasio jumlah desa pertanian, perikanan dan pariwisata dibagi total jumlah desa;

7. Jumlah kawasan strategis cepat tumbuh (terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata);

8. Memiliki kaitan logis dengan capaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan (RPJMD);

9. Satu indikator capaian sasaran kegiatan memiliki satu target sasaran keluaran (output) dan satu hasil (outcome);

10. Besaran alokasi yang diterima.

11. Indikator dan capaian sasaran kegiatan disusun hanya sampai dengan hasil (outcome) dan tidak diperkenankan menggunakan ukuran secara kualitatif.

12. Indikator   dan   capaian   sasaran   tersebut   digunakan   sebagai   dasar mengevaluasi kinerja pelaksanaan.

13. Dituangkan dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD sebagai rencana penggunaan dan dasar pelaksanaan.

Contoh
:  Penyusunan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk kegiatan Pembangunan, Peningkatan Jalan Poros Wilayah, atau Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan, sebagai berikut:

Program
:   Transportasi Perdesaan

Kegiatan
:   
1) Pembangunan dan Peningkatan Jalan Poros WIlayah;


    
2)
 Pengadaan Sarana Transportasi Perdesaan.

	No
	Indikator
	Tolok Ukur Kinerja
	Target Kinerja

	a.
	Capaian Program
	-

-
	Tersedianya jalan poros wilayah;

Sarana transportasi perdesaan yang sesuai kriteria dan standar.
	...... %

(diisi  dengan prosentase sesuai capaian target kinerja dalam RPJMD)

	b.
	Masukan

/input (kegiatan)
	-

-
	Jumlah alokasi kegiatan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah; 

Pengadaan sarana transportasi perdesaan.
	Rp
 ……

(diisi dengan jumlah rupiah)

	c.
	Keluaran

/output (kegiatan)
	-

-
	Terbangunnya, terpelihara jalan poros wilayah; 

Tersedianya sarana transportasi perdesaan  
	Ruas ……

(diisi dengan panjang, luas dan lebar jalan) serta jumlah unit angkutan.

	d.
	Hasil

/outcome (kegiatan)
	-

-
	Berfungsinya jalan poros wilayah;

Berfungsinya sarana transportasi perdesaan.
	…... %

(diisi dengan prosentase  berfungsinya    jalan poros wilayah dan sarana transportasi perdesaan sebagai pendukung operasional kegiatan dan pelayanan publik)




B. Perencanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan  

Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemerintahan daerah, lebih efektif apabila dilakukan dengan perencanaan strategis dan secara berkelanjutan atau menggunakan pendekatan Medium Term Expenditure of Framework (MTEF).


Hal tersebut dilakukan dengan menyusun capaian sasaran tahunan berikut rencana perkiraan maju (forward estimate) sekurang-kurangnya dalam 3 (tiga) tahun anggaran yaitu: tahun n, tahun (n+1) dan (n+2).


Pencantuman indikator dan capaian sasaran untuk rencana tahun n s/d n+2 yang bersifat indikatif secara teknis dituangkan dalam RKA-SKPD kegiatan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan dimaksud.

IV. TEKNIS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN 

A. Perencanaan dan Pemrograman  

1. Tingkat Pusat

a. Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah, melakukan pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten penerima DAK Transdes dalam proses penyusunan Rencana Kegiatan dalam bentuk pendampingan dan konsultasi, serta melakukan evaluasi dan sinkronisasi atas usulan Rencana Kerja dan perubahannya terkait kesesuaiannya dengan prioritas nasional;

b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan memberikan masukan kepada Kementerian Dalam Negeri dalam perumusan kriteria teknis, penyediaan data teknis, dan penyusunan indeks DAK Transdes.

2. Tingkat Kabupaten

a. Berdasarkan penetapan alokasi DAK Transdes Tahun 2013, Bupati penerima DAK Transdes Tahun 2013 membuat Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2013 secara partisipatif dengan tetap menjaga kegiatan tersebut memenuhi kriteria prioritas nasional;

b. Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) harus memperhatikan tahapan penyusunan program, penyaringan, dan  penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku;

c. Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) DAK Transdes 2013 yang diusulkan oleh kabupaten-kabupaten penerima DAK dimaksud harus sesuai dengan pelaksanaan, dan jika ada perubahan harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

B. Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan DAK Transdes adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan, dan Peningkatan Jalan Poros Wilayah

a. Pengelolaan prasarana jalan dilakukan oleh SKPD yang membidangi pekerjaan umum atau istilah lainnya di kabupaten yang bertanggungjawab untuk melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013.

Pembangunan, dan Peningkatan jalan poros wilayah melalui DAK Tanrsdes harus disinergikan dengan program pembangunan jalan kabupaten, provinsi dan nasional dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan 

b. Tahapan penanganan jalan non status dalam pemanfaatan DAK meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran terdiri dari:

1) Penyusunan Daftar Ruas Jalan merupakan tahap awal yang perlu dipersiapkan oleh pelaksana Pemerintah Kabupaten berupa penyusunan daftar luas jalan non status sesuai form data dasar potensi desa dan ketersediaan prasarana dan sarana Trasportasi Perdesaan.

2) Penyusunan Daftar Ruas Jalan Prioritas non status Kabupaten adalah dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut : (1) Sesuai dengan kebijakan nasional, yaitu membuka aksesibilitas jalan poros wilayah sehingga dapat memberikan akses keluar masuk orang dan barang; (2) penanganan jalan non status bersifat integrative dengan ruas-ruas jalan lain seperti jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional; (3) pemilihan ruas jalan diprioritaskan untuk membuka akses jalan ke daerah yang potensial; dan (4) Penyusunan program penanganan ditentukan oleh tingkat kebutuhan dan aksesibilitas pada wilayah tersebut.

c. Penyusunan Rencana Kegiatan (RK)

1) Penentuan program penanganan jalan non status kabupaten:

a) Melakukan survei untuk menentukan kondisi ruas jalan;

b) Penentuan program/kegiatan penanganan suatu ruas jalan non status atas dasar hasil survei yang berisikan data-data.

2) Rencana kegiatan berisikan informasi-informasi:

a) Jenis Kegiatan: pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah;

b) Tujuan/sasaran: usulan ruas mengacu kepada kebijakan nasional dan sesuai dengan juknis;

c) Volume: Panjang (km), lebar (m), panjang efektif (km), dan panjang fungsional (km).

3) Perencanaan Teknis Jalan Non Status, perencanaan teknis jalan nonstatus didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;

4) Pelaksanaan konstruksi jalan non status didasarkan pada standar dan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum;

5) Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan pelaksanaan mengacu kepada ketentuan didalam peraturan perundang-undangan terkait;

6) Penilaian Kinerja Kerja meliputi:

a) Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam juknis akan berakibat negatif terhadap pencapaian kegiatan;

b) Kinerja penyelenggaraan DAK Transdes akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pengalokasian DAK tahun berikutnya;

c) Penyimpangan dalam pelaksanaan DAK Transdes dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kegiatan peningkatan jalan merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat berupa peningkatan struktur atau peningkatan kapasitas lalu lintas berupa pelebaran jalur lalu lintas. Pekerjaan peningkatan jalan non status adalah berupa peningkatan jalan tanah, jalan setapak ke jalan kerikil/jalan aspal atau dari jalan kerikil/agregat ke jalan aspal;

e. Kegiatan pembangunan jalan meliputi kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 

f. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana, pemerintah daerah harus menyatakan komitmennya untuk membiayai pemeliharaan jalan.

g. Daerah penerima DAK Bidang Transdes wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK Transdes yang diterimanya.

h. Penyaluran DAK Transdes Tahun 2013 disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Pusat cq. Kementerian Keuangan) ke Rekening Kas Umum Daerah (Kabupaten) yang mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah.

2. Pengadaan Sarana Transportasi Wilayah

Pengadaan sarana transportasi berupa angkutan wilayah untuk penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, yang terdiri dari: 

a. Kendaraan bermotor untuk angkutan penumpang dan barang (mini bus, pick up, dan dump truck); 
b. Kapal bermotor yang diperuntukkan bagi daerah dengan karakteristik wilayah perairan atau daerah kepulauan dan pesisir yang alat transportasi utamanya adalah melalui laut dan air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan motor tempel (kapal kayu/kapan fiberglass/kapal mesin tempel)

Kapal motor digunakan untuk membuka akses perdagangan dan memperlancar arus pergerakan penumpang dan barang agar aktivitas ekonomi bisa berkembang. 

Terkait penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes Tahun 2013 dimaksud, kepada pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah. Sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

C. Koordinasi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan DAK Transdes, diperlukan koordinasi teknis secara berjenjang berdasarkan tugas dan tanggungjawab masing-masing, yaitu :

1. Koordinasi Tingkat Pusat

Koordinasi dalam pelaksanaan tingkat pusat dilaksanakan oleh masing-masing unit yang bertanggungjawab dalam kegiatan DAK Transdes antara lain :

a. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengkoordinasikan kebijakan Dana Alokasi Khusus agar sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun yang akan datang sehingga terjadi integrasi antara prioritas nasional dan kebutuhan daerah, khususnya di kawasan strategis cepat tumbuh;

b. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melakukan koordinasi terhadap penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus;

c. Kementerian Keuangan melakukan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga dalam rengka menyusun kriteria khusus untuk mendapatkan indeks daerah yang termasuk dalam kategori kawasan strategis cepat tumbuh dan koordinasi terhadap pelaksanaan masing-masing Kementerian/Lembaga;

d. Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretariat Jenderal melakukan koordinasi perumusan kebijakan serta penyelenggaraan DAK Transdes;

e. Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan koordinasi kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan DAK Transdes.

2. Koordinasi Tingkat Kabupaten

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi kegiatan DAK Transdes Tahun 2013, dan merencanakan sinkronisasi kegiatan terkait dengan SKPD pengelola kegiatan;

b. Dinas Pekerjaan Umum atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi; dan 

c. Dinas Perhubungan atau istilah lainnya di kabupaten bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013 di kabupaten untuk kegiatan penyediaan angkutan perdesaan darat, sungai, danau, perairan dan laut di daerah perdesaan sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan Bappeda Kabupaten dan Provinsi.

D. Alokasi DAK Transdes Tahun 2013

(dalam juta rupiah)

	NO
	KABUPATEN
	ALOKASI (Rp)

	1
	Kab. Aceh Singkil
	3.653,270

	2
	Kab. Aceh Tengah
	3.430,170

	3
	Kab. Pidie
	3.727,170

	4
	Kab. Aceh Barat Daya
	3.382,820

	5
	Kab. Dairi
	3.455,020

	6
	Kab. Tapanuli Tengah
	3.669,060

	7
	Kab. Toba Samosir
	3.451,450

	8
	Kab. Pakpak Bharat
	3.476,180

	9
	Kab. Humbang Hasundutan
	3.636,320

	10
	Kab. Labuhan Batu Utara
	3.752,940

	11
	Kab. Padang Pariaman
	3.596,340

	12
	Kab. Solok
	3.361,600

	13
	Kab. Kepulauan Anambas
	3.952,550

	14
	Kab. Kerinci
	3.475,020

	15
	Kab. Sarolangun
	3.532,420

	16
	Kab. Lahat
	3.050,940

	17
	Kab. Banyuasin
	4.652,200

	18
	Kab. Belitung
	3.208,420

	19
	Kab. Rejang Lebong
	3.148,120

	20
	Kab. Lebong
	3.332,080

	21
	Kab. Lampung Utara
	3.616,780

	22
	Kab. Tanggamus
	3.725,740

	23
	Kab. Way Kanan
	3.737,770

	24
	Kab. Pringsewu
	3.332,260

	25
	Kab. Ciamis
	3.282,620

	26
	Kab. Kuningan
	2.919,470

	27
	Kab. Purwakarta
	3.036,870

	28
	Kab. Sumedang
	3.217,720

	29
	Kab. Tasikmalaya
	3.298,920

	30
	Kab. Pandeglang
	3.712,010

	31
	Kab. Kebumen
	3.485,980

	32
	Kab. Klaten
	3.015,860

	33
	Kab. Gunung Kidul
	3.409,850

	34
	Kab. Probolinggo
	2.917,920

	35
	Kab. Situbondo
	3.085,450

	36
	Kab. Kapuas Hulu
	4.558,760

	37
	Kab. Sambas
	3.984,790

	38
	Kab. Sintang
	4.855,070

	39
	Kab. Kubu Raya
	4.491,980

	40
	Kab. Lamandau
	4.097,720

	41
	Kab. Sukamara
	4.767,580

	42
	Kab. Bolaang Mongondow
	3.698,220

	43
	Kab. Minahasa Utara
	3.400,110

	44
	Kab. Bolaang Mongondow Timur
	3.569,510

	45
	Kab. Poso
	3.418,650

	46
	Kab. Tojo Una-una
	3.639,270

	47
	Kab. Bantaeng
	3.203,640

	48
	Kab. Bulukumba
	3.610,090

	49
	Kab. Pinrang
	3.399,200

	50
	Kab. Wajo
	3.627,120

	51
	Kab. Toraja Utara
	3.903,620

	52
	Kab. Majene
	3.658,150

	53
	Kab. Polewali Mandar
	3.556,200

	54
	Kab. Muna
	4.260,140

	55
	Kab. Konawe Selatan
	4.110,900

	56
	Kab. Bombana
	4.376,750

	57
	Kab. Bangli
	3.360,610

	58
	Kab. Jembrana
	3.354,280

	59
	Kab. Lombok Utara
	3.255,930

	60
	Kab. Belu
	3.945,620

	61
	Kab. Flores Timur
	3.557,110

	62
	Kab. Manggarai
	3.929,750

	63
	Kab. Sumba Barat
	3.470,220

	64
	Kab. Manggarai Timur
	3.830,080

	65
	Kab. Biak Numfor
	4.207,540

	66
	Kab. Merauke
	8.125,080

	67
	Kab. Lanny Jaya
	11.007,860

	68
	Kab. Maybrat
	5.803,140

	TOTAL
	260.774,000


V. MONITORING  DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 di daerah mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 0239/M.PP/11/2008, 900/3556/SJ,  SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK. Adapun ruang lingkup monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Tahap persiapan 

a. Usulan sampai dengan rencana kegiatan;

b. Kesesuaian Rencana Kerja dengan Program Prioritas Nasional.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Kesesuain pekerjaan dengan Rencana Kerja;

b. Kesesuaian hasil dengan Norma Standar Pelayanan Minimum (NSPM);

c. Pencapaian Sasaran.

3. Tahap Pelaporan

a. Tingkat Kepatuhan;

b. Substansi laporan sesuai format dalam SEB terkait monev.

4. Tahap Evaluasi

a. Evaluasi dampak dan manfaat;

b. Evaluasi Kinerja.

VI. PELAPORAN

1. Pelaporan pelaksanaan DAK Transdes Tahun 2013 berisi gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (output) dan hasil (outcome);

2. SKPD pelaksana menyampaikan laporan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tingkat kabupaten yang berisikan laporan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran dan hasil pelaksanaan DAK.

3. Bupati yang menerima DAK Transdes Tahun 2013 menyampaikan laporan pelaksanaan dan kemajuan pekerjaan (progress) setiap triwulan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah; Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait, dengan mengacu kepada surat edararan Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 0239/M.PPN/ 11/2008, 900/3556/SJ, SE 1722/MK 07/2008 tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4. Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengalokasian DAK Transdes tahun berikutnya sesuai peraturan perundang-undangan. 

VII. HAL-HAL LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN

1. Penentuan lokasi jalan poros wilayah dalam pelaksanaan DAK Transdes untuk masing-masing daerah harus sesuai dengan Peraturan Bupati tentang pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh (KSCT).

2. DAK Transdes diarahkan untuk membiayai pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah serta pengadaan tansportasi perdesaan untuk mendukung dan meningkatan produk unggulan daerah dari sentra-sentra produksi menuju pada pusat (outlet) pemasaran.

3. Penggunaan dan pemanfaatan DAK Transdes dimaksud, oleh pemerintah daerah kabupaten agar mengutamakan pembangunan, dan peningkatan jalan poros wilayah, sedangkan untuk pengadaan sarana angkutan perdesaan agar disesuaikan dengan kebutuhan di daerah.

4. DAK Transdes tidak boleh dipergunakan untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sarana transportasi tersebut serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan  pengadaan sarana transportasi tersebut.

5. Biaya operasional dan pemeliharaan sarana transportasi disediakan oleh daerah yang bersangkutan melalui sumber pembiayaan lainnya.

6. Apabila terdapat sisa dana dalam penyediaan  sarana transportasi maka daerah dapat memanfaatkan sisa dana tersebut untuk kegiatan yang menunjang moda transportasi.
VIII. PENUTUP

Petunjuk teknis ini agar menjadi pedoman dalam pengelolaan DAK Transdes Tahun 2013. 
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